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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Corporate governance adalah suatu konsep tata kelola perusahaan untuk
meningkatkan kinerja perusahaan melalui pengawasan atau pemantauan kinerja
manajemen dan menjamin pertanggungjawaban manajemen kepada pihak-pihak
yang berkepentingan. Perhatian terhadap isu corporate governance secara
internasional dipicu oleh berbagai skandal seperti Enron, Tyco, Worldcome, dan
lain-lain. Krisis ekonomi yang terjadi di kawasan Asia Tenggara dan negara
lainnya juga diindikasi terjadi karena lemahnya corporate governance yang ada
pada negara tersebut, seperti lemahnya hukum, standar akuntansi, dan
pemeriksaan keuangan (auditing) yang belum mapan, pasar modal yang masih
berkembang, lemahnya pengawasan komisaris, dan terabaikannya hak minoritas.
Pendapat ini didukung oleh Darmawati dkk. (2005) dalam Rini (2010) bahwa
lemahnya corporate governance sering discbut sebagai salah satu penyebab
krisis keuangan di negara-negara Asia.

Di Asia tidak terkecuali Indonesia, isu mengenai corporafte governance
mulai mengemuka setelah tetjadi krisis ekonomi berkepanjangan di periengahan
tahun 1997. Krisis ini dimulai dengan merosotnya nilai rupiah terhadap dollar

Amerika Serikat yang kemudian menghancurkan sendi-sendi perekonomian.




Dampak dari krisis ekonomi tersebut adalah menurunnya pertumbuhan ekonomi
Indonesia pada tahun 1998 yang mencapai minus 13% (Lastanti dalam Rini,
2010). Menurut hasil penelitian dan laporan dari Bank dunia dan ADB (4sia
Development Bank), krisis yang terjadi di Indonesia dan runtuhnya perusahaan-
perusahaan besar dunia disebabkan oleh lemahnya pelaksanaan corporate
governance (Husein dalam Hikmah, dkk., 2011).

Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) telah mempublikasikan
Pedoman Umum Good Corporate Governance pada tahun 2006 sebagai panduan
bagi perusahaan di Indonesia dalam mengimplementasikan prinsip good
corporate governance, termasuk rekomendasi mengenai pengungkapan praktik
good corporate governance. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan
Lembaga Keuangan Nomor: KEP-134/BL/2006 tentang Kewajiban Penyampaian
Laporan Tahunan Bagi Emiten atau Perusahaan Publik menyebutkan bahwa
laporan tahunan wajib memuat uraian singkat mengenai penerapan corporate
governance perusahaan yang telah dan akan dilaksanakan oleh perusahaan dalam
periode laporan keuangan terakhir. Peraturan ini berlaku untuk penyusunan
laporan tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada atau setelah tanggal 31
Desember 2006. (Hikmah, dkk., 2011).

Penelitian mengenai  faktor-faktor yang mempengaruhi luas
pengungkapan corporate governance dalam laporan tahunan telah -banyak

dilakukan di berbagai negara maju maupun negara berkembang termasuk
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Indonesia. Secara teoritis dan dari hasil penelitian sebelumnya, terdapat beberapa
faktor yang diduga mempengaruhi luas pengungkapan corporate governance
dalam laporan tahunan baik faktor-faktor kinerja perusahaan maupun
karakteristik perusahaan. Fakior-faktor kinerja perusahaan yang diduga
mempengaruhi luas pengungkapan adalah leverage (Anggraini, 2006; Benardi,
dkk., 2009), profitabilitas (Sayogo, 2006; Aljifri dan Hussainey, 2006;
Anggraini, 2006; Kusumawati, 2007; Benardi, dkk., 2009; Kawedar, dkk., 2009;
Hikmah, dkk., 2011), likuiditas (Benardi, dkk., 2009), dan harga saham (Sayogo,
2006).

Faktor-faktor karakteristik perusahaan yang diduga berpengaruh terhadap
luas pengungkapan corporate governance yaitu ukuran perusahaan (Sayogo,
2006; Aljifri dan Hussainey, 2006; Anggraini, 2006; Kusumawati, 2007,
Benardi, dkk., 2009; Kawedar, dkk., 2009; Hikmah, dkk., 2011), status auditor
(Kusumawati, 2007; Kawedar, dkk., 2009), ukuran kantor akuntan publik atau
auditor (Benardi, dkk., 2009), skope bisnis perusahaan (Benardi, dkk., 2009),
kepemilikan manajemen (Anggraini, 2006), status listing (Kusumawati, 2007;
Kawedar, dkk., 2009), umur /listing (Rini, 2010; Hikmah, dkk., 2011),
kepemilikan dispersi (Kusumawati, 2007; Kawedar, dkk., 2009; Rini, 2010;
Hikmah, dkk., 2011), ukuran dewan komisaris (Rini, 2010; Hikmah, dkk., 2011),
dan jenis industri (Aljifri dan Hussainey, 2006; Anggraini, 2006; Sayogo, 2006;

Kusumawati, 2007; Kawedar, dkk., 2009; Pian, 2010). Penelitian ini



memfokuskan pada faktor-faktor kinerja perusahaan dan karakteristik perusahaan
yaitu ukuran perusahaan, umur listing, kepemilikan dispersi, profitabilitas,
ukuran dewan komisaris, dan jenis industri karena hasil penelitian sebelumnya
tidak konsisten.

Perusahaan yang berukuran besar akan mengungkapkan informasi yang
lebih banyak dibandingkan perusahaan kecil sebagai upaya mengurangi biaya
keagenan (Jensen dan Meckling dalam Hikmah, dkk., 2011). Semakin besar
ukuran perusahaan, semakin luas pengungkapan corporate governancenya.
Penelitian yang dilakukan Sayogo (2006), Kusumawati (2007), Benardi, dkk.
(2009), Kawedar, dkk. (2009), dan Hikmah, dkk. (2011) menunjukkan bahwa
karakteristik perusahaan yang diproksikan dengan ukuran perusahaan
berpengaruh terhadap luas pengungkapan. Temuan ini berbeda dengan hasil
penelitian yang dilakukan oleh Aljifri dan Hussainey (2006) dan Anggraini
(2006) yang membuktikan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap
luas pengungkapan,

Perusahaan yang lebih lama listing akan menyediakan informasi lebih
banyak dibandingkan perusahaan yang baru saja listing sebagai bagian dari
praktek akuntabilitas yang ditetapkan oleh BAPEPAM. Umur Jisting perusahaan
diduga berpengaruh terhadap luas pengungkapan corporate governance. Rini
(2010) menemukan bahwa karakteristik perusahaan yang diproksikan dengan

umur !isa'i;vg tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan. Namun, hasil




penelitian Hikmah, dkk. (2011) membuktikan bahwa umur listing berpengaruh
signifikan terhadap luas pengungkapan.

Dalam teori agensi, dinyatakan bahwa perusahaan dengan tingkat
kepemilikan dispersi yang tinggi akan melakukan pengungkapan yang tinggi
pula. Hal ini terjadi karena dengan adanya kepemilikan dispersi, pemilik akan
meminta pengungkapan lebih untuk mengawasi perilaku oportunistik manajemen
dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki kepemilikan terkonsentrasi.
Semakin tinggi tingkat kepemilikan dispersi, diharapkan semakin luas
pengungkapan corporate governancenya. Kawedar, dkk. (2009), Rini (2010),
dan Hikmah, dkk. (201 1) menguji pengaruh kepemilikan dispersi terhadap luas
pengungkapan. Hasilnya adalah kepemilikan dispersi tidak berpengaruh terhadap
luas pengungkapan. Temuan ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan
oleh Kusumawati (2007) yang membuktikan bahwa kepemilikan dispersi
berpengaruh terhadap luas pengungkapan.

Profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan mendapat laba
melalui semua kemampuan dan sumber daya yang ada. Didasarkan dengan
tujuan untuk menarik investor, perusahaan dengan profitabilitas tinggi akan
memberikan sinyal melalui pengungkapan laporan keuangan yang lebih detail
mengenai kondisi perusahaan. Selain itu, alasan manajer meyakinkan pemilik
atau investor tentang profitabilitas tinggi agar pemilik atau investor

meningkatkan kompensasi untuk manajemen. Berdasarkan logika tersebut,



profitabilitas diduga berpengaruh terhadap luas pengungkapan corporate
governance. Aljifri dan Hussainey (2006) menemukan bahwa profitabilitas
perusahaan berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan. Hasil temuan
penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian Anggraini (2006), Kusumawati
(2007), Benardi, dkk. (2009), Kawedar, dkk. (2009), Pian (2010), dan Hikmah,
dkk. (2011) yang menemukan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap
luas pengungkapan.

Dewan komisaris berperan dalam memonitor dan mengendalikan
tindakan manajer karena perilaku oportunisnya (Jensen dan Meckling dalam
Hikmabh, dkk., 2011). Semakin besar jumlah anggota dewan‘ komisaris maka akan
semakin mudah mengendalikan manajemen dan monitoring yang dilakukan akan
semakin efektif. Besar ukuran dewan komisaris diduga berpengaruh terhadap
luas pengungkapan corporate governance. Kusumawati (2007) dalam
penclitiannya membuktikan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh
terhadap luas pengungkapan. Hasil tersebut tidak konsisten dengan penelitian
Rini (2010) dan Hikmah, dkk. (2011) yang menunjukkan bahwa ukuran dewan
komisaris tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan.

Roberts (1992) dalam Hackston dan Milne (1996) dalam Anggraini
(2006) mendefinisikan industri yang high profile adalah industri yang memiliki
visibilitas konsumen, risiko politis yang tinggi atau menghadapi persaingan yang

tinggi. Jenis industri yang termasuk industri yang high profile cenderung lebih




diawasi oleh investor. Hal ini mengakibatkan industri high profile diduga
memiliki luas pengungkapan corporate governance yang lebih tinggi
dibandingkan perusahaan yang low profile. Hasil penelitian yang dilakukan oleh
Pian (2010) menggunakan variabel jenis industri menunjukkan bahwa industri
high profile berpengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan. Hasil tersebut
berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sayogo (2006), Aljifri dan
Hussainey (2006)., Kusumawati (2007), dan Kawedar, dkk. (2009) yang
menunjukan bahwa industri high profile tidak berpengaruh signifikan terhadap
luas pengungkapan.

Selain lemahnya pelaksanaan corporate governance yang diindikasi

mampu mengakibatkan krisis ekonomi di Asia Tenggara termasuk Indonesia, -

penelitian-penelitian Itcrdahulu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi luas
pengungkapan corporate governance juga menunjukkan hasil yang tidak
konsisten. Alasan inilah yang menarik peneliti untuk menguji kembali variabel-
variabel yang diduga berpengaruh terhadap luas pengungkapan corporate
governance dalam laporan tahunan perusahaan. Penelitian ini mereplikasi
penelitian yang dilakukan oleh Hikmah, dkk. (2011). Perbedaan penelitian ini
dengan penelitian terdahulu adalah sampel yang digunakan yaitu semua
perusahaan yang terdafiar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2011. Peneliti juga

menambahkan variabel independen yaitu jenis industri.



B. Batasan Masalah Penelitian
Faktor-faktor yang mempengaruhi luas pengungkapan corporate
governance dalam laporan tahunan dan diteliti dalam penelitian ini yaitu: ukuran
perusahaan, umur Jisting perusahaan, kepemilikan dispersi, profitabilitas, ukuran
dewan komisaris, dan jenis industri. Luas pengungkapan corporate governance

dalam penelitian ini berdasarkan klasifikasi item bukan item pengungkapan.

C. Rumusan Masalah Penelitian
Rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan
corporate governance dalam laporan tahunan?

2. Apakah umur [/isting perusahaan berpengaruh positif terhadap luas
pengungkapan corporate governance dalam laporan tahunan?

3. Apakah kepemilikan dispersi berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan
corporate governance dalam laporan tahunan?

4. Apakah profitabilitas berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan
corporate governance dalam laporan tahunan?

5. Apakah ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap luas
pengungkapan corporate governance dalam laporan tahunan?

6. Apakah jenis industri berpengaruh positif terhadap luvas pengungkapan

corporate governance dalam laporan tahunan?



D. Tujuan Penelitian

E.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji dan memperoleh bukti empiris

mengenai:

1.

Pengaruh positif ukuran perusahaan terhadap luas pengungkapan corporate

governance dalam laporan tahunan.

2. Pengaruh positif umur listing perusahaan terhadap luas pengungkapan
corporate governance dalam laporan tahunan.

3. Pengaruh positif kepemilikan dispersi terhadap luas pengungkapan corporate
governance dalam laporan tahunan.

4. Pengaruh positif profitabilitas terhadap luas pengungkapan corporate
governance dalam laporan tahunan.

5. Pengaruh positif ukuran dewan komisaris terhadap luas pengungkapan
corporate governance dalam laporan tahunan.

6. Pengaruh positif jenis industri terhadap luas pengungkapan corporate
governance dalam laporan tahunan.

Manfaat Penelitian

Penclitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam berbagai

bidang, antara lain :

L

Bidang teoritis

a. Memberikan kontribusi literatur untuk penelitian-penelitian selanjutnya.
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b. Memberikan kontribusi ilmu berupa referensi dan informasi sebagail
acuan untuk mengembangkan pengungkapan corporate governance

lebih luas.

2. Bidang praktik

a. Memberikan kontribusi bagi pelaku bisnis baik manajemen perusahaan
maupun para pemangku kepentingan dalam menyusun kebijakan di
masa yang akan datang, khususnya yang berkaitan dengan penerapan
corporate governance dalam pembuatan laporan tahunan.

b. Sebagai sarana untuk menumbuhkan kesadaran mengenai pentingnya
penerapan dan pengungkapan corporate governance dalam pembuatan
laporan tahunan bagi pelaku bisnis baik manaj émen perusahaan maupun

_para pemangku kepentingan termasuk investor dan kreditur.



